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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum pidana 
terhadap saksi korban dan pelapor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 
mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap saksi korban dan pelapor 
KDRT. Metode penelitian melalui metode pendekatan normatif yang bersifat 
deskriptif analitis. Jenis data termasuk data sekunder yakni sumber hukum primer 
dan sumber hukum sekunder, sedangkan sumber data berasal dari studi 
kepustakaan, kemudian data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan hukum pidana yang 
melindungi saksi korban dan pelapor sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 
1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum 
pada korban pada kasus KDRT oleh Muhammad Wahsya Afrianto terhadap 
istrinya Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto sesuai Putusan Nomor: 
08/Pid.Sus/2016/PN.Skt, dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik 
berdasarkan visum et repertum No. 1501/RSBM/VIII/2015 dari Rumah Sakit 
Brayat Minulya Surakarta, yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebankan biaya perkara 
kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (Dua Ribu Rupiah). 
Kata Kunci: perlindungan hukum, pelapor dan saksi korban, KDRT 
Abstract 
This study aims to determine the regulation of the protection of criminal law 
against victim witnesses and reporters of Domestic Violence (KDRT) and know 
the protection of criminal law against victim witness and reporter of KDRT. 
Methods of research through the method of normative approach that is 
descriptive analytical. The type of data includes secondary data ie primary law 
source and secondary law source, while data source comes from literature study, 
then data is analyzed using qualitative data analysis. The result of the research 
shows that the regulation of protection of criminal law protecting victim and 
reporter's witnesses has been regulated in the 1945 Constitution, the Criminal 
Procedure Code (Criminal Procedure Code), Law no. Law No. 23 of 2004 on the 
Elimination of Domestic Violence, and Law no. 31 of 2014 on amendments to Law 
no. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Legal protection of 
victim in the case of domestic violence by Muhammad Wahsya Afrianto to his wife 
Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto in accordance with Decision Number: 
08/Pid.Sus/2016/PN.Skt, by doing physical violence based on visum et repertum 
No. 1501/RSBM/VIII/2015 from Brayat Minulya Hospital of Surakarta by 
dropping a criminal to the defendant in the form of imprisonment for 4 (four) 
months and charging the defendant Rp 2.000.- (Two Thousand Rupiah). 
Keywords: legal protection, reporter and victim witness, Domestic Violence 
2 
1. PENDAHULUAN
Konflik yang timbul dalam rumah tangga yang tidak segera diselesaikan pasti 
dapat memicu adanya suatu tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Kekerasan 
yang timbul inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga atau bisa disebut dengan KDRT. Kasus tindak pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan yang ada di 
Indonesia, menurut media massa tercatat di Komnas Perempuan dari mulai tahun 
ke tahun korban KDRT tersebut sangat banyak, dari tahun 2015 ketua Komisi 
Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan Azriana mengungkapkan dalam 
catatan tahunan Komnas Perempuan dalam setahun berjummlah 321.752 yang 
sebagaian besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh 
Pengadilan Agama.
1
 Kemudian pada tahun 2016 perempuan masih rentan menjadi 
korban kekerasan yang hasilnya tercatat ada 259.150 kasus kekerasan di tahun 
tersebut.
2
 Masuk pada tahun 2017 Komnas Perempuan membeberkan adanya 
laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berjumlah lebih dari 5.700 pada 
tahun ini.
3
Selain data dari KOMNAS Perempuan ini, dapat diketahui pula berita 
tentang KDRT yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok ekonomi lemah tetapi 
juga oleh golongan atas dan/ atau berpendidikan yang dapat diketahui dari di 
berbagai media baik di media cetak maupun media elektronik, antara lain sebagai 
berikut (1) Kasus dr Letty yang ditembak mati oleh suaminya sendiri, Ryan 
Helmi, bahkan isterinya (dr Letty) ini sebelum ditembak sering menerima 
kekerasan dari suaminya (Ryan Helmi).
4
 (2) Kasus suami potong kaki isterinya
1
  CNN Indonesia (8 Maret 2016), “Perempuan Paling banyak Laporkan Kasus KDRT”, dalam 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-
banyak-laporkan-kasus-kdrt/, diakses  pada Jumat, 17 November 2017, pukul 00.50 WIB 
2
 Kompas.com (7 Maret 2017), 2016, ada 259.150 “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, 
dalam: http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus. 
kekerasan. terhadap.perempuan, diakses pada Jumat, 17 November 2017, pukul 01.24 WIB 
3
 KBR Indonesia (8 Maret 2017), “Catatan Tahun 2017 Komnas Perempuan, Kekerasan di Ranah 
Persoal Tertinggi”, dalam: http://kbr.id/berita/03-2017/catahu_2017_komnas_ perempuan__ 
kekerasan_di_ranah_personal_tertinggi/89070.html, diakses pada Jumat, 17 November 2017, 
pukul 01.07 WIB 
4
  Clara Maria Tjandra Dewi H, “Kepala Dokter Letty Pernah Dipukul Pakai Ponsel Sampai ……,” 
Metro Tempo, dalam: https://metro.tempo.co/read/1033515/kepala-dokter-letty-pernah-dipukul-
pakai-ponsel-sampai , diakses pada Rabu, 15 November 2017, Pukul 11.00 WIB. 
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(Ni Putu Kariani) yang terjadi di Bali yang saat ini korban berada di RS Sanglah, 
Bali dalam perawatan, korban di dampingi Tim LBH Bali.
5
 Data-data yang
dipaparpkan di atas belum menggambarkan kasus KDRT yang sesungguhnya 
karena KDRT ibarat gunung es. 
Sehubungan dengan itu, Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas 
Perempuan menilai bahwa negara perlu hadir untuk menghentikan kekerasan 
terhadap perempuan baik dalam ranah personal, komunitas maupun negara.
6
Ia pun mendorong agar DPR RI segera membuat dan mengesahkan berbagai 
macam undang-undang yang bertujuan melindungi perempuan dari berbagai 
macam tindak pidana kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun di tempat-
tempat tertentu seperti halnya tempat perempuan banyak bekerja. Dan perlu 
diketahui pula bahwa KDRT itu tidak hanya terjadi dan menjadi perhatian di 
indonesia, negara lain pun juga mulai memperhatikan hal itu dengan memberikan 
sanksi terhadap perbuatan tersebut dalam Undang-Undangnya. Hal ini seperti 
Negara Malaysia yang mengatur hal itu dalam Domestic Violence Act 1994 yaitu 
tentang Akta Keganasan Rumah Tangga dengan No. Act 571yang bentuk-bentuk 
kekerasannya lebih variatif.
7
Pernyataan Yuniyanti Chuzaifah ini masih bersifat umum dan luas, karena 
untuk Kekerasan dalam Rumah Tangga itu sendiri sudah ada undang-undangnya, 
meskipun masih sangat sederhana, sehingga perlu perubahan, tetapi untuk 
kekerasan terhadap perempuan secara umum bukan dalam rumah tangga yang 




 BBC Media Indonesia, “Ni Putu Kariani: Kaus Suami Poong Kaki Isteri di Bali Bagian dari 
Gunung Es KDRT,” dalam http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41251933, diakses pada 
Kamis, 16 November 2017, pukul 12.45 WIB. 
6
 Media Indonesia, (7 Maret 2016), “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi”, 
dalam: http://mediaindonesia.com/news/read/32844/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-
masih-tinggi/2016-03-07, diakses padaSenin, 30 Oktober 2017, Pukul 11:36 WIB. 
7 Kuswardani, “Bentuk-bentuk kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi perbadningan 
Hukum Indonesia dan Malaysia)”, Jurnal Hukum & Pembangunan, No 4, Volume 47, 2017. Hal. 
421-438. 
8
 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta 
Publishing, hal. 12 dan 28, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk 
mewujudkan ide-ide /konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Ini menurut penulis maksudnya 
menerapakan dan / atau melaksanakan aturan hukum dalam suatu peristiwa konskrit. Dan dalam 
usaha ini tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial-personal. 
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ini penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(UU PKDRT) ini yang masih belum maksimal, hal ini tidak hanya dari faktor 
aparat penegak hukumnya melainkan juga karena kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam memberikan laporan kepada aparat tentang peristiwa hukum 
KDRT. Lemahnya partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh beberapa hal 
diantaranya sebagiaman masyarakat masih beranggapan bahwa KDRT itu 
merupakan aib dan urusan privat sehingga tidak pantas untuk ikut campur. 
Padahal tanpa adanya aduan dari masyarakat atau korban atau keluarga korban 
KDRT sulit untuk diproses, karena merupakan delik aduan. Upaya pemerintah 
untuk memberikan perlindungan kepada pelapor atau saksi KDRT cukup untuk 
dimanfaatkan karena Pemerintah selain UU PKDRT juga telah mensahkan UU 
Perlindungan Saksi dan Korban.  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas berarti penegakan hukum dalam 
hal penerapan peraturan hukum dalam peristiwa hukum yang terjadi merupakan 
sebuah kunci untuk menekan angka kejahatan (dalam hal ini KDRT), selian itu 
juga memberikan perlindungan kepada korban.  
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui regulasi perlindungan hukum pidana terhadap saksi korban dan 
pelapor KDRT dan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada saksi 
korban dan pelapor tindak pidana KDRT dilihat dari implementasi dalam Putusan 
Hakim Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.Skt.  
2. METODE
Jenis penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang berusaha 
memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau 
gejala yang diteliti berdasarkan fakta yang nampak.
9
 Dimana akan digambarkan 
mengenai perlindungan hukum pidana sebagai pelapor dan sebagai saksi korban 
KDRT. Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan normatif yaitu 
penelitian hukum dokumenter dikarenakan penelitian ini lebih 
9
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 125. 
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banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, 
seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan.
10
 Adapun
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data 
yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dari buku-buku maupun 
sumber lainnya yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penelitian ini terdiri 
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data 
penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada peraturan 
perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dari data 
yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis 
secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Regulasi Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Saksi Korban dan 
Pelapor KDRT 
Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk 
mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-
peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau 
kepada setiap warga negara.
11
 Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, 
yaitu: (1) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi 
korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum 
seseorang); (2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/ 
santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak 
pidana”, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat 
berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara 
lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/
santunan kesejahteraan sosial), dan sebagiannya.
12
10
H. Ishaq, 2007, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi, Bandung: 
Alfabeta, hal. 25. 
11
 Anggun Melinda, 2016, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, 
Terpidana, Saksi, Korban), Yokyakarta: Garudhawaca, hal. 1. 
12
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, hal. 61. 
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Peraturan perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban Tindak Pidana 
diatur pada: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang 
berisi: (1) Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Mendapatkan 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di 
bawah kekuasaannya, serta mendapatkan rasa aman, dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi manusia; (3) Mendapatkan perlindungan untuk hidup, tidak disiksa, 
kemerdekaan pikiran hati nurani, beragama, tidak diperbudak dan hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (4) Mendapat 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan (5) 
Mendapatkan perlindungan untuk saling menghormati hak asasi manusia orang 
lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjelaskan dalam 
konsiderannya bahwa segala tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan kejahatan terhadap manusia. Dalam Pasal 2 terdapat ruang lingkup 
rumah tangga, yakni: (1) Suami, Istri, Anak; (2) Orang-Orang yang mempunyai 
hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, 
dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut; (3) Serta orang yang 
bekerja membantu rumah tangga tersebut dan menetap dalam rumah tangga yang 
bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. 
Perbuatan yang dilindungi agar tidak menjadi korban tindak pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni: (1) Perbuatan yang dilindungi untuk 
tidak disiksa; (2) Perbuatan yang dilindungi untuk tidak diperbudak; (3) Perbuatan 
yang diindungi dari ancaman dari pihak manapun; (4) Perbuatan yang dilindungi 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 
Adapun sanksi pidana yang dilindungi agar tidak menjadi korban tindak 
pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni: (1) Jika mengakibatkan luka-
luka berat akibat perbuatan cabul, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling 
lama 12 tahun;  (2) Apabila dengan kekerasan melakukan perbuatan yang 
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menyerang kehormatan kesusilaan mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana 
penjara paling lama 15 tahun; (3) Kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 
keinginannya maka dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (4) Jika melakukukan tindak pidana 
pembunuhan biasa, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, 
tetapi jika pembunuhan itu dengan rencana dan pembunuhan yang didahului 
dengan perbuatan pidana diancam dengan penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu, paling lama 20 tahun; (5) Jika melakukan tindak pidana 
penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun 8 bulan atau 
pidana denda penjara paling banyak Rp 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), 
jika mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, tetapi 
jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; 
(6) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 
paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), jika mengakibatkan 
korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta 
Rupiah), jika mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (Empat Puluh 
Lima Juta Rupiah), tetapi jika tidak menimbukan penyakit atau halangan 
menjalankan kegiatan keseharian maka dapat dipidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan. 
Mengenai pelaku yang menjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada 
dasarnya ruang lingkup keluarga adalah: (1) Suami, istri anak; (2) Orang-orang 
yang mempunyai hubungan keluarga; dan (2) Serta orang yang bekerja membantu 
rumah tangga.  Maka dari itu pelaku dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga tersebut pada umumnya bagian dari keluarga itu sendiri, yakni misal 
suami terhadap istri ataupun istri terhadap suaminya, dan lingkup rumah tangga.  
8 
Selanjutnya, perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum 
atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana sebagai 
berikut: 
Pertama, perlindungan secara umum yang diatur dalam KUHAP, yakni 
secara umum agar seseorang mendapatkan/memperoleh jaminan/santunan hukum 
di dalam KUHAP, berupa: (1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka 
hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan; (2) Penangkapan, 
penahanan, penggeledahan,dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah 
tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam 
hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; (3) Setiap orang yang 
disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/ atau dihadapkan di muka sidang 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap; (4) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan 
rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang 
dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut 
dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi; (5) 
Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta 
bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh 
tingkat peradilan; (6) Setiap orang yang tersangka perkara, wajib diberi 
kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; (7) Kepada seorang tersangka, 
sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi tahu 
dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi 
tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasehat 
hukum; (8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; (9) 
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal 
diatur dalam undang-undang; (10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan 
dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan bersangkutan. 
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Peraturan untuk mendapatkan/memperoleh jaminan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada pasal Pasal 50 – 68 BAB VI tentang 
Tersangka dan Terdawka. 
Kedua, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
yakni: (1) Mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk rasa aman dalam 
memberikan keterangan dalam proses peradilan; (2) Mendapatkan perlindungan 
dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; (3) Mendapat perlindungan ketika 
merasa dirinya dalam ancaman yang sangat besar, dengan persetujuan hakim 
dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan. Dengan begitu 
dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis dan didengar dengan cara 
memberikan kesaksiannya melalui sarana elektronik dengan didampingi pihak 
berwenang. Peraturan untuk mendapatkan/memperoleh jaminan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 4; Pasal 8; dan Pasal 9. 
Ketiga, Undang-Undang yang mengatur khusus melindungi korban dan 
saksi dalam masalah KDRT, yakni dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni: (1) Mendapatkan 
perlindungan dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima 
laporan; (2) Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak korban 
diterima atau ditangani; (3) Dalam memberikan perlindungan polisi wajib 
meminta surat penetapan perintah dari pengadilan; (4) Kepolisan wajib 
memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat 
pelayanan dan pendampingan; (5) Kepolisian menyampaiakan identitasnya, 
melindungi korban dan menjelaskan tentang kejahatan KDRT. 
Perbuatan yang dilindungi untuk memperoleh jaminan/santunan hukum 
atas penderitaan/kerugain orang yang telah menjadi korban tindak pidana, yakni: 
(1) Memperoleh restitusi; (2) Memperoleh kompensasi; (3) Memperoleh 
rehabilitasi; (4) Memperoleh bantuan hukum; dan (5) Memperoleh perlindungan 
agar tidak menjadi korban KDRT. 
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Pihak yang memberi perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan 
hukum atas penderitaan/kerugain orang yang telah menjadi korban tindak pidana, 
yakni: (1) Pihak kepolisian untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak 
pidana KDRT; (2) Advokat untuk membantu korban dalam proses peradilan; (3) 
Penegak hukum lainnya untuk membantu korban dalam proses di sidang 
pengadilan; (4) Tenaga kesehatan memberikan pelayanan pengobatan dan 
pemulihan kesehatan korban; (5) Pekerja sosial memberikan konseling, terapi, 
bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban; dan 
(6) Pembimbing rohani memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, 
serta penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang 
dianutnya. 
Pihak-pihak yang melindungi korban dan saksi tersebut telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga terdapat pada Pasal 16, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 21, Pasal 17 dan 
Pasal 22. 
Hak-hak untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ 
kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, yakni: (1) Memperoleh 
perlindungan atas kemanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari 
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah 
diberikannyal; (2) Memberikan keterangan tanpa tekanan; (3) Mendapatkan 
penerjemah; (4) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; (5) Dirahasiakan 
identitasnya. Mengenai hak-hak yang diberikan kepada korban dan saksi tindak 
pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah di atur dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni pada BAB 
II tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban terdapat pada Pasal 5 ayat (1). 
3.2 Perlindungan yang Diberikan kepada Saksi Korban dan Pelapor Tindak 
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat dari Implementasi 
dalam Putusan Hakim  
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Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN. Skt dalam 
perkara penganiayaan terhadap istri dengan terdakwa yang bernama Muhammad 
Wahsya Afrianto sebagai berikut: 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa di persidangan dengan 
dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 
44 (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, 
dengan tuntutan: menyatakan terdakwa (Muhamad Wahsya Afrianto), terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan 
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri 
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”. 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 44 ayat 4 Undang-
Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan.  
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu: (1) Berdasarkan 
fakta-fakta diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan berupa visum et repertum tertanggal 28 Agustus 
2015 No. 1501/RM/RSBM/ VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Ahmani Pujiastuti, terdakwa Muhammad Wahsya Afrianto telah menonjok rahang 
sebelah kiri, menjambak rambut, menonjok telinga sebelah kanan, mata sebelah 
kiri, memeras mulut saksi korban Tiara Kurniastuti binti Budi Santoso sehingga 
menyebabkan berkurangnya pendengarannya dan kepalanya pusing; (2) Selama 
pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang menghapus kesalahan 
terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf dan tidak pula terdapat 
alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan oleh karenanya terdakwa 
harus bertanggung jawab atas perbuatan dan harus dijatuhi pidana; dan (3) 
Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (4) terdakwa Muhammad 
Wahsya Afrianto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga”, menghukum terdakwa 
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dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebankan biaya perkara 
kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah). 
Dengan pemaparan di atas maka Majelis Hakim telah memberikan 
perlindungan terhadap saksi korban dalam putusannya yakni dengan menjatuhkan 
pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan. Dengan penjatuhan pasal tersebut yang berarti 
kekerasan fisik ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi 
korban. Kekerasan fisik yang dialami oleh Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto 
mengakibatkan agak berkurangnya pendengaran, merasa pusing akan tetapi rasa 
sakit itu tidak menghalangi aktifitas sehari-hari korban. 
Penafsiran hakim yang demikian ini mengakibatkan putusan pemidanaan 
dijatuhkan sangat ringan yakni hanya 4 (empat) bulan penjara dan tidak 
menimbulkan efek jera bagi pelaku. 
Dalam kasus KDRT pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/Skt bahwa 
korban dan pelapor sudah terpenuhi hak-haknya seperti: (1) Hak mengajukan 
laporan / pengaduan, dimana hak ini diberikan ketika korban dan saksi bernama 
Lina Sukma Pertiwi mengantarkan ke kantor ibu kandung korban yang bernama 
Haripp Ratmiati yang mengetahui dari keadaan korban luka memar dan menangis 
kesakitan, kemudian ibu korban, saksi, dan korban melaporkan kejadian tersebut 
ke Polisi dan selanjutnya korban Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto diperiksa 
dokter untuk visum; (2) Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, 
antara lain: (a) Bahwa ibu kandung korban yang bernama Haripp Ratmiatai 
memberikan keterangan tidak dipaksa dan tanpa tekanan apapun, ibu korban 
memberikan kesaksiannya sesuai apa yang ia lihat ketika anaknya memiliki luka 
lembab di kepalanya; (b) Saksi yang bernama Lina Sukma Pertiwi memberikan 
keterangannya secara bebas tanpa tekanan apapun, saksi memberikan 
kesaksiannya sesuai apa yang ia lihat ketika kekerasan yang dilakukan oleh 
Muhammad Wahsya Afrianto suami korban di Jembatan Pringgading utara 
Mangkunegaran; dan (c) Korban Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto tidak 
keberatan untuk disumpah, dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tanpa 
tekanan apapun, korban memberikan kesaksian dengan apa yang ia alami sendiri 
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mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suaminya 
sendiri; (3) Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, 
dimanakorban Tiara Kurniastuti Binti Budi Sanyoto telah mendapatkan informasi 
mengenai Putusan Pengadilan yang bernomor: 08/Pid.Sus/2016/ PN.Skt. 
Dengan pemaparan di atas maka penulis telah menyimpulkan bahwa hak-
hak pada korban dan pelapor sudah terpenuhi. Tidak hanya hak-hak saja yang 
harus dipenuhi melainkan bentuk perlindungannya, dari putusan yang di atas 
Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.Skt korban dan pelapor belum mendapatkan 
perlindungan yang seharusnya, yakni berupa: (1) Pemberian restitusi; 
(2) Kompensasi; (3) Ganti rugi; (4) Konseling; (5) Pelayanan/bantuan media; dan 
(6) Pendirian tempat tinggal yang aman. 
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Pertama, perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban dalam hukum materiil 
yaitu Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang pengahpusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Undang-Undang ini melindungi setiap orang dalam lingkup 
rumah tannga khususnya perempuan. Bentuk kekerasan yang biasanya di alami 
oleh permepuan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.  
Kedua, Perlindungan hukum terhadap  pelapor  Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang no. 31 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. 
Ketiga, Perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan Nomor: 
08/Pid.Sus/2016/PN.Skt berupa mengajukan laporan, memberikan keterangan 
tanpa adanya tekanan, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. 
4.2 Saran 
Dengan kejadian adanya kekerasan dalam rumah tangga bagaimana 
bentuknya, dan seberapa parah atau tidaknya korban yang mengalami kekerasan 
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fisik tersebut sebaiknya terdakwa tetap mendapatkan pembalasan yang setimpal 
meskipun pembalasan tersebut tidak langsung menyerang ke diri terdakwa 
melainkan dengan menjerat terdakwa dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, 
dengan kata lain tindak pidana yang dilakukan korban sama dengan tidak pidana 
penganiyaan yang terdapat pada Pasal 351 di dalam KUHP. Karena pada dasarnya 
perlakuan korban yang akhinya berujung luka ataupun tidak pada kenyataannya 
psikis korbanlah yang susah untuk disembuhkan dari kejadian tersebut. Maka 
alangkah baiknya jika pidana penjaranya 5 tahun tersebut tanpa adanya ketentuan 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa penganiayaan ringan ataupun berat, untuk 
terdakwa tidak mengulangi tindak pidana tersebut dan membuat rasa jera dan 
menyesal nantinya. 
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